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BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

 

A. Kondisi Geografis Obyek Penelitian 

Gambar 3 

Peta Kabupaten Wonogiri 

 

Secara geografis, Kabupaten  Wonogiri  terletak  pada  garis  lintang  7o 32' 

sampai dengan 8o 15' Lintang Selatan dan garis bujur 110o 41' sampai dengan 111o 18' 

Bujur Timur. Keadaan alam Kabupaten Wonogiri sebagian besar terdiri dari pegunungan 

yang berbatu gamping terutama di bagian selatan, termasuk jajaran Pegunungan Seribu 

yang merupakan mata air bagi Sungai Bengawan Solo. Wilayah pegunungan memanjang 

dari sisi selatan sampai timur yang juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung 

dengan Propinsi Jawa Timur. Di samping itu, wilayah Kabupaten Wonogiri sebelah 

selatan adalah berupa pantai yang memanjang sampai Samudera Indonesia.  
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Batas-batas Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Samudera Indonesia; 

 Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar; 

 Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur); 

 Sebelah Barat : Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, sementara jarak 

ke ibukota propinsi (Kota Semarang) sejauh 133 km. 

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri dibagi menjadi 25 Kecamatan dan 

jumlah desa / kelurahan 294 desa / kelurahan, terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. 

Untuk mengetahui pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri dapat kita lihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 3 

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Wonogiri 

No Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 

1 Pracimantoro 17 1 18 

2 Paranggupito 8 - 8 

3 Giritontro 5 2 7 

4 Giriwoyo 14 2 16 

5 Batuwarno 7 1 8 

6 Karangtengah 5 - 5 

7 Tirtomoyo 12 2 14 

8 Nguntoronadi 9 2 11 

9 Baturetno 13 - 13 

10 Eromoko 13 2 15 

11 Wuryantoro 6 2 8 

12 Manyaran 5 2 7 

13 Selogiri 10 1 11 

14 Wonogiri 9 6 15 

15 Ngadirojo 9 2 11 
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16 Sidoharjo 10 2 12 

17 Jatiroto 13 2 15 

18 Kismantoro 8 2 10 

19 Purwantoro 13 2 15 

20 Bulukerto 9 1 10 

21 Slogohimo 15 2 17 

22 Jatisrono 15 2 17 

23 Jatipurno 9 2 11 

24 Girimarto 12 2 14 

25 Puhpelem 5 1 6 

 
Sumber : Data Sekunder, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, Tahun 2005 

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa kecamatan dengan desa / 

kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pracimantoro yaitu sebanyak 18 desa / kelurahan. 

Sedangkan kecamatan dengan desa / kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan 

Karangtengah yaitu 5 desa / kelurahan. Ada 3 (tiga) kecamatan yang tidak memiliki 

kelurahan tapi desa, yaitu Kecamatan Baturetno, Karangtengah dan Paranggupito. 

Berikut ini dikemukakan keadaan geografis dan administratif di tiga kecamatan yang 

dilintasi Jalan Lintas Selatan (JLS) 

a. Kecamatan Giritontro 

 

Secara geografis, Kecamatan Girintontro terletak pada  garis lintang 8o 30' sampai 

dengan 8o 90' Lintang  Selatan  dan  garis  bujur  110o 51' sampai dengan 110o 57' 

Bujur Timur. Kecamatan Giritontro berada pada 101 sampai dengan 200 meter di 

atas permukaan laut. Sebagian besar bentuk wilayah Kecamatan Giritontro adalah 

berbukit sampai bergunung (55%), berombak sampai berbukit (30%) dan datar 

sampai berombak (15%).  
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Batas-batas Kecamatan Giritontro adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Paranggupito; 

 

 Sebelah Utara : Kecamatan Giriwoyo; 

 

 Sebelah Timur : Kecamatan Giriwoyo dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur); 

 Sebelah Barat : Kecamatan Pracimantoro dan Kecamatan 

Paranggupito. 

Secara administratif, wilayah  Kecamatan  Giritontro  terdiri  atas  5 (lima) desa dan 

2 (dua) kelurahan, dengan 66 dusun, 21 lingkungan,    53 Rukun Warga (RW) dan 

166 Rukun Tetangga (RT). 

b. Kecamatan Giriwoyo 
 

Secara geografis, Kecamatan Giriwoyo berada pada 101 sampai dengan 200 meter di 

atas permukaan laut. Sebagian besar bentuk wilayah Kecamatan Giriwoyo adalah 

berbukit sampai bergunung (50%), datar sampai berombak (30%) dan berombak 

sampai berbukit (20%). Batas- batas Kecamatan Giriwoyo adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Giritontro dan Kabupaten Pacitan 

 
(Jawa Timur); 

 

 Sebelah Utara : Kecamatan Baturetno; 

 

 Sebelah Timur : Kabupaten Pacitan (Jawa Timur); 

 

 Sebelah Barat : Kecamatan Eromoko. 

 
Secara administratif, wilayah Kecamatan Giriwoyo terdiri dari 14 (empat belas) desa 

dan 2 (dua) kelurahan, dengan 147 lingkungan / dusun, 136 RW dan 335 RT. 

c. Kecamatan Pracimantoro 
 

Secara geografis, Kecamatan Pracimantoro berada pada 7o 32' sampai dengan 8o 35' 

Lintang Selatan dan 110o 41' sampai dengan 111o  81' Bujur Timur, dengan 
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ketinggian 253 meter di atas permukaan laut. Batas-batas Kecamatan Pracimantoro 

adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Selatan : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

 
 Sebelah Utara : Kecamatan Eromoko; 

 
 Sebelah Timur : Kecamatan Giritontro; 

 
 Sebelah Barat : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
Secara administratif, Kecamatan Pracimantoro terdiri dari 1 (satu) kelurahan, 17 

(tujuh belas) desa, 168 dusun / lingkungan, 193 RW dan  429 RT. 

 

B. Kondisi Demografis Obyek Penelitian 

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 sebanyak 1.091.504 jiwa, 

dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari penduduk perempuan, yaitu penduduk 

laki-laki sebanyak 545.595 orang dan penduduk perempuan sebanyak 545.909 orang.  

Penduduk terbanyak di Kecamatan Wonogiri sebanyak 88.446 orang atau sebesar 8,10%  

dari total penduduk dan yang paling sedikit di Kecamatan Batuwarno sebanyak 18.599 

orang atau 1,70 % dari total jumlah penduduk.  

Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) se Kabupaten Wonogiri mencapai 

372.692 KK sehingga rata-rata jumlah jiwa dalam 1 (satu) KK sebanyak 3-4 jiwa. 

Tabel 4 

Data Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 

No Struktur Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah Penduduk 

 

% 

 

1 75+ 25.542 31.664 57.206 5,24 

2 70-74 16.088 18.846 34.934 3,20 
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3 65-69 26.092 24.887 50.979 4,67 

4 60-64 31.052 33.044 64.096 5,87 

5 55-59 35.449 39.016 74.465 6,82 

6 50-54 39.447 42.030 81.477 7,46 

7 45-49 38.110 39.501 77.611 7,11 

8 40-44 37.164 36.398 73.562 6,74 

9 35-39 38.782 37.985 76.767 7,03 

10 30-34 34.180 33.048 67.228 6,16 

11 25-29 38.175 35.555 73.730 6,75 

12 20-24 41.018 37.882 78.900 7,23 

13 15-19 41.209 38.630 79.839 7,31 

14 10-14 37.140 35.134 72.274 6,62 

15 5-9 35.266 33.562 68.828 6,31 

16 0-4 30.881 28.727 59.608 5,46 

Jumlah 545.595 545.909 1.091.504 100 

Sumber data : Disdukcapil tahun 2019 

  

Dari data penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2019, pada tabel diatas tersebut 

diatas memberikan gambaran bahwa penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) 

dianggap sebagai penduduk belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung 

kepada orang tua atau orang lain yang menanggung yaitu sebanyak 200.710 orang, 

penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) adalah penduduk usia kerja yang 

dianggap sudah produktif yaitu sebanyak 747.675 orang, sedangkan penduduk kelompok 

umur tua (65 tahun keatas) yang dianggap tidak produktif lagi yaitu sebanyak 143.119 

orang.  

Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2018 penduduk umur muda 

(0-14 tahun) sebanyak 203.328 orang, penduduk umur produktif 

(15-64 tahun) sebanyak  742.703 orang dan penduduk umur tua (65 tahun keatas) 

sebanyak 140.166 orang. 
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Tabel 5 

Rasio Ketergantungan Tahun 2018 dan Tahun 2019 

Keterangan 
Rasio Ketergantungan (RK) 

Tahun 2018 (%) Tahun 2019 (%) 

RK Muda 27,38 18,38 

RK Tua 18,87 13,11 

RK Total 46,25 31,49 

 

Dari perhitungan rasio ketergantungan total pada tahun 2018 sebesar 46,25%, artinya 

setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan 

sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio 

sebesar 46,25% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 

27,38% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 18,87%. Sedangkan pada tahun 

2019 rasio ketergantungan total sebesar 31,49% artinya setiap 100 orang yang berusia 

kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebesar 31 orang yang belum 

produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 31,49% ini disumbangkan 

oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 18,38% dan rasio ketergantungan 

penduduk tua sebesar  13,11%. Hal ini menunjukkan rasio ketergantungan total tahun 

2018 dan 2019 mengalami perubahan yang signifikan sebesar 14,76%. Sehingga terlihat 

bahwa tahun 2018 dan 2019 penduduk usia kerja masih dibebani tanggung jawab 

penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap 

penduduk tua. 
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Tabel 6 

Data Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan 

Tahun 2018 dan Tahun 2019 

No Tingkat Pendidikan 

Penduduk Tahun 

2018 

Penduduk Tahun 

2019 

Jumlah % Jumlah % 

1 Tidak/Belum Sekolah 191.153 17,60 196.456 18,00 

2 Belum Tamat SD/Sederajat 139.959 12,89 136.765 12,53 

3 Tamat SD/MI/Sederajat 370.679 34,13 367.340 33,65 

4 Tamat SMP/MTs/Sederajat 194.850 17,94 196.130 17,97 

5 Tamat SLTA/Sederajat 154.950 14,27 158.895 14,56 

6 Tamat D1/D2 4.753 0,44 4.713 0,43 

7 Tamat D3 8.210 0,76 8.362 0,77 

8 Tamat D4/S1 20.476 1,81 21.614 1,98 

9 Tamat S2 1.130 0,10 1.189 0,11 

10 Tamat S3 37 0 40 0 

Jumlah : 1.086.197 100,00% 1.091.504 100,00% 

Sumber data :Disdukcapil, Tahun 2019 

  

Jumlah penduduk dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode 2018-

2019 menunjukkan terjadinya perubahan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang 

tidak/belum pernah sekolah dan belum tamat SD mengalami kenaikan dari 331.112 

orang pada tahun 2018 menjadi 333.221 orang pada tahun 2019 atau naik sebesar 0,64% 

yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah. Disisi 

lain penduduk usia diatas 10 tahun yang memiliki ijasah tertinggi SD/MI/sederajat, 

SMP/MTs/sederajat, SLTA/sederajat mengalami kenaikan dari 720.479 orang di tahun 

2018 menjadi 722.365 orang pada tahun 2019 atau naik sebesar 0,26%, sedangkan  yang 

tamat D1/D2, D3,S1 S2 dan S3 juga mengalami peningkatan dari 34.606 orang di tahun 

2018 menjadi 35.918 orang atau meningkat 3,93% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan 
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yang lebih tinggi telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah 

yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan antara lain melalui Program 

Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 

Program Pendidikan Non Formal; Program Pendidikan Luar Biasa; Program 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pelayanan Pendidikan 

Masyarakat Miskin, Program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dan lain-

lain. 

Tabel 7 

Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2019 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk 

 

% 

 

1 Belum / Tidak bekerja 173.089 15,86 

2 Industri 5.734 0,53 

3 Konstruksi 4.410 0,40 

4 Mengurus Rumah Tangga 125.683 11,51 

5 Pedagang 45.903 4,21 

6 Petani 281.973 25,83 

7 Peternak 722 0,07 

8 Pelajar / Mahasiswa 168.928 15,48 

9 PNS 12.243 1,12 

10 T N I 401 0,04 

11 Pensiunan 7.760 0,71 

12 POLRI 658 0,06 

13 Transportasi 6.577 0,60 

14 Lainnya 257.423 23,58 

Jumlah : 1.091.504 100 

Sumber data : Disdukcapil,Tahun 2019 

  

Dari data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dari total jumlah penduduk sebagian 

besar sebagai petani yaitu sebanyak 25,83% dan sebanyak 23,58% bekerja pada bidang 

lain diantaranya meliputi Jasa-jasa (tukang cukur, tukang batu, tukang jahit, penata 
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rambut, tukang kayu dan lain-lain); buruh harian (buruh harian lepas, buruh tani, buruh 

perkebunan, buruh nelayan, buruh peternakan dan lain-lain); pembantu rumah tangga; 

seniman; tabib dan lain-lain. 

Tabel 8 

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2016-2019 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Total LPP (%) 

2016 543.902 542.492 1.086.394 0,15 

2017 548.500 547.329 1.095.829 0,87 

2018 543.049 543.148 1.086.197 -0,88 

2019 545.595 545.909 1.091.504 0,49 

Sumber data : Disdukcapil,Tahun 2019 

  

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan tingkat 

pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan 

sebagai presentase dari penduduk dasar, adapun kegunaannya untuk mengetahui 

perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Sedangkan metode penghitungan 

LPP ini menggunakan metode geometrik. 

Perkembangan penduduk Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu tahun 2016-2019 

jika dilihat dari perkembangan LPP tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami 

pertambahan laju pertumbuhan penduduk 0,72 persen. Sedangkan dari tahun 2017 ke 

tahun 2018 mengalami pengurangan laju pertumbuhan penduduk meski prosentasenya 

hanya – 0,88 persen, dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami pertambahan laju 

penduduk 0,49 persen. Sedangkan mobilisasi penduduk menunjukkan bahwa mutasi 

terbesar di tahun 2019 adalah mutasi penduduk dengan sebab pergi dan meninggal dunia 

yang meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Tabel 9 

Mutasi Penduduk Tahun 2018 dan Tahun 2019 

Mutasi 
Jumlah 

Tahun 2018 Tahun 2019 

Lahir 10.708 11.676 

Mati 5.885 7.435 

Datang 5.582 7.101 

Pergi 12.388 10.724 

Sumber data : Disdukcapil,Tahun 2019 

 

C. Data Teknis Obyek Penelitian 

Gambar 4 

Peta Kecamatan Giriwoyo 

 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun 

2008 dan pada Tahun 2018 sudah dapat dipergunakan. Adapun Desa dan Kelurahan di 
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Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri yang terlintasi Jalan Lintas Selatan (JLS) 

meliputi : 

1. Desa Girikikis 

2. Desa Guwotirto 

3. Desa Ngancar 

4. Kelurahan Giriwoyo 

5. Desa Sejati 

6. Desa Sendang Agung 

7. Desa Tawangharjo 

8. Desa Sirnoboyo 

9. Desa Platarejo 

Panjang ruas Jalan Lintas Selatan di Glonggong – Duwet adalah 30,4 km. Sementara 

panjang ruas JLS yang melintasi Kecamatan Giriwoyo 16,9 km. 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan 

oleh Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Pusat sebagai pelaksana pembangunan fisik sedangkan 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri adalah 

sebagai pelaksana pengadaan tanah/penyedia lahan. 

Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten 

Wonogiri terdiri dari 9 (sembilan) orang ditambah dengan Camat beserta Kepala Desa / 

Lurah setempat. Adapun susunan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan 

Lintas Selatan di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 10. Susunan Panitia Pengadaan Tanah Jalan Lintas Selatan di Kab. Wonogiri 

 

No Nama Jabatan Dalam Dinas 
Kedudukan Dalam 

Tim 

1. Begug Purnomosidi Bupati Wonogiri Penangung jawab 

2. Drs. Mulyadi, MM Sekretaris Daerah 

Kabupaten Wonogiri 

Ketua merangkap 

anggota 

3. Drs. Dwi Putrosetyantama, 

MM 

Asisten Pemerintahan 

dan Pembangunan 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Wonogiri 

Wakil Ketua 

merangkap anggota 

4. Drs. Sukro Besari Kepala Bagian Tata 

Pemerintahan 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Wonogiri 

Sekretaris I 

merangkap anggota 

5. Sutanto D.W, SH, MM Kepala Bagian Hukum 

dan Organisasi 

Sekretaris Daerah 

Kabupaten Wonogiri 

Sekretaris II 

merangkap anggota 

6. Drs. Budisena, MM Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Wonogiri 

Anggota 

7. Drs. Edy Sulistyanto, M.Si Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Wonogiri 

Anggota 

8. Ir. Guruh Santoso, 

MM 

Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Wonogiri 

Anggota 

9. Ir. Suprapto, MM Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten 

Wonogiri 

Anggota 

10. Camat terkait Camat Anggota 

11. Lurah / Kades terkait Lurah/Kades Anggota 

Sumber : Data Sekunder, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri, Tahun 

2004 

Menurut Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 370 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten 

Wonogiri, tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut : 

1) melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena pembebasan tanah; 

2) melaksanakan inventarisasi untuk menetapkan batas lokasi tanah yang terkenan 

pembebasan; 
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3) mengumumkan hasil inventarisasi kepada masyarakat pemilik tanah yang terkena 

pembebasan tanah; 

4) melaksanakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian pembebasan tanah; 

5) menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian pembebasan tanah; 

6) menaksir nilai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di lokasi 

pembebasan tanah; 

7) menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang 

hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atasnya; 

8) melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah dengan surat pernyataan 

pelepasan hak atau penyerahan tanah oleh pemegang hak atas tanah; 

9) mengajukan permohonan hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat atas tanah; 

dan 

10) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Wonogiri. 

Tabel 11. Hasil Kesepakatan Harga Satuan Permeter Persegi (m2) Tanah  

Untuk Jalan Lintas Selatan 

 

No. 
Desa / 

Kelurahan 

Kecamatan Pekarangan Sawah Tegalan 

1 Girikikis Giriwoyo Rp 40.000,00 - Rp 30.000,00 

2 Guwotirto Giriwoyo Rp 40.000,00 - Rp 30.000,00 

3 Ngancar Giriwoyo Rp 40.000,00 Rp 40.000,00 Rp 30.000,00 

4 Giriwoyo Giriwoyo Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 

5 Sejati Giriwoyo Rp 40.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 

6 Sendang Agung Giriwoyo Rp 40.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 

7 Tawangharjo Giriwoyo Rp 40.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 
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8 Sirnoboyo Giriwoyo Rp 40.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 

9 Platarejo Giriwoyo Rp 50.000,00 Rp 40.000,00 Rp 30.000,00 

Sumber : Data Sekunder, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri, Tahun 

2004 
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